
56 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses optimalisasi pemanfaatan aset tetap pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Belu sudah sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tetang pengelolaan barang milik 

negara/daerah, yang terdapat pada pemanfaatan aset tetap, diantaranya 

Sewa, Pinjam pakai, Kerja sama pemanfaatan , BGS atau 

BSGdan,Kerja sama penyediaan. 

2. Dalam kartu inventaris barang (KIB) C gedung  pasar jenilu dan 

gedung Puskesmas Nualain kondisi baik, namun dalam perawatan 

belum maksimal karena kurang perawatan dan tidak ketersedian 

sarana prasarana infrastruktur yang kurang seperti Pasar Jenilu yang 

tidak ada wc dan tempat parkiran sehinga pengunjung kurang, serta 

gedung Puskesmas Nualain dalam pengadaan dan pencatatan KIB 

tidak ada permasalahan yang serius, namun dalam perawatan gedung 

belum optimal dan kurangnya perawatan membuat gedung beberapa 

sisi gedung sudah rusak dan rubuh di beberapa bagian sisi ruang. 

3. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  gedung  Pasar Jenilu dan 

Puskesmas Nualain adalah faktormempengaruhi gedung pasar Jenilu 

terjadi karena masalah faktor sengketa tanah atau kepemilkan tanah, 
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namun masalah tersebut tidak berpengaruh pengunaan dan 

pemanfaatan aset tetap karena gedung tersebut milik Pemerintah 

Daerah dengan bukti inventaris yang sah dan resmi. Dan 

permasalahan gedung Puskesmas Nualain yang terjadi akibat faktor 

sumber daya alam yang tidak stabil dan perawatan yang kurang 

sehingga menyebabkan beberapa sisi gedung  rusakdan gedung 

Puskesmas sempat tidak manfaatkan namun gedung tersebut sudah 

digunankan kembali dalam pelayanan kesehatan dan sudah 

dimanfaatkan kembali. 

4. Pengelolaan aset tetap yang tidak tertib karena faktor sumber daya 

manusia(SDM) sehinga kesalahan dalam pencatatnya tidak tertib 

sehingga kondisi aset tetap tidak sesuai pencatatan. 

6.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan tersebut, adapun saran 

atau masukan yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, untuk 

melakukan meningkatkan dalam pencatatan inventarisasi. Pemerintah 

dapat dilakukan pencatatan-pencatatan yang lebih teliti dan meningkat 

dalam perawatan aset tetap, sehingga terjadinya  pengelolaan aset 

tetap yang lebih baik dan tertib. 

2. Diharapkan bagi pemerintah daerah, untuk melakukan meningkatkan 

dalam pengelolaan aset tetap maupun dalam kerja sama pada dinas-

dinas lain sehingga tidak terjadi permasalahan yang tidak di inginkan 

dalam optimalisasi pemanfaatan ase tetap. 



58 

 

3. Diharapkan bagi pemerintah daerah dapat meningkatkan prasarana 

dan perawatan  baik Pasar Jenilu maupun gedung Puskesmas Nualain, 

sehingga pasar Jenilu dan Puskesmas Nualain dapat meningkat 

manfaatkan bagi masyarakat umum. 

4. Bagi peneliti selanjut, melihat pentingnya faktor-faktor yang 

berpengaruhi dalam pemanfaatan aset tetap bagi Pemerintah Daerah, 

disarankan untuk memasukan variabel-variabel lebih berpontensi dan 

lebih luas yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset tetap. 
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